
BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 22.ATAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 
2 0 2 1  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Pesawaran, 
maka perlu adanya pembatasan aktivitas masyarakat 
atau penundaan kegiatan pemerintahan yang 
berpotensi terhadap terciptanya kerumunan dan akan 
menyebabkan terjadinya penyebaran/penularan Corona 
Virus Disease 2019 yang dapat membahayakan 
kesehatan masyarat;

b. bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka pelaksanaan tahapan pemilihan 
Kepala Desa serentak di Kabupaten Pesawaran 
dipandang perlu untuk ditunda tahapannya sampai 
dengan terciptanya situasi yang aman untuk 
diselenggarakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 
2021 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 6);



10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 87);

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 
2020 tentang Pedoman Adaptas; Tatanan Normal Baru 
yang Produktif dan Aman Coronc Virus Disease 2019 di
Kabupaten Pesawaran;

13. Peraturan Bupati Pesawaran Ncmor 73 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pesawarai Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Desawaran Tahun 2020
Nomor 451);

14. Peraturan Bupati Pesawarar Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaa Pemilihan Kepala Desa 
~ ---- l/n^nnotpri Pesawarn Tahun 2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PEiAWARAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tabun 2021 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2021 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab V Pasal 10 dirubah dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat 
(2) dan ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Menunda waktu dan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran 
Tahun 2021.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai 
dengan waktu yang ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan 
indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan 
Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten 
Pesawaran.



(3) Perubahan waktu dan tahapan Pemilihan Kepala Desa akibat penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan 
Bupati tersendiri.

Pasal II
KETENTUAN PERALIHAN

Tahapan Pelaksanaan Pilkades yang telah dilaksanakan tidak dibatalkan 
dengan berlakunya peraturan ini.

Pasal III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 7 J u l i  2021

Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 7 J u l i  2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,V
KESTJMA/DEWA]EWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 1  NOMOR 4 7 8 . A


